BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah sebagai lembaga
yang berwenang memberikan sanksi bagi notaris yang melanggar
peraturan jabatan notaris berawal dari adanya laporan pengaduan
dari masyarakat atas dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik

notaris disampaikan elalui Kretariat  MPD Ketua MPD

membenfyk=h4a] _ SammLat [ At W3oral Jmasing-masing
unsur, jelis Pemeriksa

Daerah

a disampaikan

t 30 (tiga puluh)

riksaan Majelis
Pemeriksa i RaA€Hra Pemeriksaan dan
disampaikan kepada M dan tembusannya kepada para pihak
(Pelapor dan Terlapor) MPP, Pengda INI.

2. Pelaksanaan  Putusan  Majelis Pengawas Pusat  Nomor:
04/B/MPPN/V11/2017 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh
Notaris didasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat Nomor

Pts.02/MPWA/SBR/2016 dengan putusan memberikan sanksi



administrasi berupa teguran lisan dan mengusulkan pemberhentian
sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f,
dengan demikian atas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis
Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja

dan Tata Cara Pemeriksag ajelis Pengawas Notaris yakni Majelis

Pengawas at Wiapat Juatka Bi—af membatalkan

Putusan Miajeli i ilayah, da is|8endiri. Terhadap

pembanding/terlapor serta menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa
Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat Nomor
PTS.02/MPWN/SBR/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang amar putusan
nya menghukum Notaris terlapor dengan sanksi peringatan tertulis.

B. Saran

1. Seharusnya terhadap Notaris yang diberikan sanksi administratif

dalam bentuk teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah



sebagaimana yang terdapat di dalam ammar putusannya yaitu
memerintahkan secara tertulis kepada notaris terlapor untuk
memberikan salinan akta yang diminta oleh pelapor, yaitu dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan dikeluarkan.
Putusan MPW tersebut bersifat final sehingga dengan demikian
notaris terlapor seharusnya tidak melakukan upaya banding.

. Seharusnya Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memuat
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